BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

FERATURAN BUPATI GRCBUGAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIFIL

Menimbang :

Mengingat

.

o

I,

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRCRBOGAN

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

bahwa untuk lcbih memberikan kepastian hukum dalam
pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Neger! Sipil di
Kabupaten Grobogan berdasarkan kriteria beban kerja dan
kelangkaan profesi serta guna men};esuailmni-'kemhaii besaran
tambahan penghasilan dengan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 188/22 Tahun
2017 tentang Perselujuan atas Permohonan Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tempeat
Bertugas, Resiko Kerja dun Kelangkaan Profesi bagi Pegawai
Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupari
Grobogan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 perlu disesuailan:
bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimans dimaksud
dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan Bupart tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun
2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagl Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenitang Pembentukan
Dacrah-Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999 lentang
'Fcn}r{:lenggaman Nggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kelusi dan Nepotisme [Lembuaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385);

Undang-Undang Nonfor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahiaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolazan  dan Tanggung  Jawab Keuangan  Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Bia Nomor 4450);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5494;;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republix Tndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tehun 2015 Nomor o8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

R



Menetapkan

10.

11.

12

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Baran‘g Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indeonesia  Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Presiden Nemer 52 Tahun 2009 tentang Tambahan
Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tertang Perubahan Kedua Aras
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tenlang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nombr 8 Tahun 2013

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keusangan Daerah (Lembaran

Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor Bl

. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Dasrah Kabupaten
Grobogan Tahun 2017 Nomor 12):

. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2012 tentang

Kriteria Pemberian Tambshan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
(Berita Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 34)
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MEMUTUSEKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GROBOGAN NOMOR & TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWA] NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN FPEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2018,



Pasal |

Beberapa kelenluan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8

Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi

Pegawal

Negeri 3ipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaien

Grolbogan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupsti ini yang dimaksud dengan :

i
2.

Daerah adalah Kabupaten Grebogan.

Pemerintah  Daerah adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusar.  pemerintehan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Grobogan,

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
selaku pengeuna anggaran/ pengguna barang,

Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri 8ipil yang
selanjutnya disebut PNS adalah seliap warga negara
Republik Indonesia vang telah memwnﬁhi syarat yang
ditentukan, dianglkat oleh pejabat yang Dberwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaky yang bekerja di
Lingkungan Pemerintah Daerah.,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupsaten
Grobogan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pencerinlahan Daerah yang ditahas dan
disetujui bersama sleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah dan ditetaplkan  dengan

Feraturan Daerah.

.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutava

cisingkat SKPKD  adalah perangkat  Dacrah  pada
Pemerintah Dacrali selaku pengguna anggaran/pengguna
barang vang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
Daerah.



10,

12,

13,

14,

16.

L7,

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah organisasi mandini yang melaksanakan sugas Leknis
operasional dan/«dtau penunjang tertentu.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompek pegawai aparatur
sipil negara  yang bertanggung jawab melaksanakan
keglalan pelayanan publik serta administras] pemerintahan
dan pembangunan.

Koordinator Wilayah adalah  Pejabal Fungsional atau
Pejabat Pelaksana vang diberikan Lugas tambahan untuk
membawsahi beberapa unit kerja atau wilayah tertenty
scsual dengan Keputusan Kepala SKPD khusus untuk UPT
dihapus keseluruhan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD Yang memmpunyai
tugas melaksanagan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum dacrah,

Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD wvang bertindak dalam kapasitas scbagai
bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang Kewenangan
penggunaan anggaran untuk melakaanal:an tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah vang selanjutnva
disingkat Kuasa BUD adalah peiabat vang diberikuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD,

Kuasa Pengguna Anggaran adalzh pejabat yang diberi
kuasauntuk  melaksanzkan schagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan scbagian tugas
dan fungsi SKPD,

Pejabal Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya

. disingkat PPK-SKPD adaiuh pejabat yang melaksanakan

fungs: tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD yang selanjutnya
disinglkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yvang
melaksanakan salu atau beberapa kegiatan dari suatu

program sesual dengan bidang tugasnva



19,

20.

8
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22,

23,

24,

26.

ZE.

28,

Pembdantu tcknis penpguna anpgaran adalah Kepala UPT
yang mengelola anggaran,

Pembantu administrasi pengeuna enggaran adalah Kepala
Sub Bagian Tata Usaha yang mengelola anggaran.
Bendahara P-:f‘nerimaan adalah pejubat fungsional Vang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungiawabkan  uang
pendapatan daecrah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD, o

Bendahara Penerimaan pembantu adalah adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, Menyunpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
Jawabkan uang  pendapatan  doerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertangungjawabkan  uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rengka pelaksanaan
APBD pada SKPI2,

Bendahara  pengeluaran pembantu ,adalah  pejabat
fungsional  yang ditunjuk menerimxa, Menyimpan,
membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-
jawabkan ueng untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
Pembantu bendahara adalah pelaksara yang menjalankan
fungsi sebagai kasir, pembuat dokurmen pengeluaran uang
alau pengurusan gaji.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut
FPKem adalah pejabal yarg bertanggung jawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,

Perencana angparan adalah pejabat dan/atau stafl vang

ditunjuk menvusun rencana Anggaran Pendapatan dan

. Belanja Daerah pada SKPD/SKPKD,

Penyusun laporan keuangan adalah pejabat dan/atau staf
yang ditunjuk untuk menyusun laporar keuangan daerah
pada SKPD/SKPKD.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selalku

pejabat pengelola keuangan daerah;



S,

31,

34.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
sebagal Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit keria
atau pejabat yang ditunjuk cleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang milik daerah vang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya,

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Peiabat
veng melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah
pada Pengguna Barang,

Pengurus Barang Pengpuna adalah Jabatan Fungsional
Umum yang discrahi  lugas menerima, menylumpar,
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada
Pengguna Barang,

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah penguris
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahasn barang milik daerahpada
Pengguna Barang,

Pengurus Barang Pembant: Pengguna adalzh vang diserahi
thoas menerirma, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang
milik daerah pada Kuasa Pengguna Ba:ané.

Teknisi  Jaringan  adalah pejabat/stal pada Dinas
Komunikesi dan Inforinalika vang  ditugaskan untuk
mengelola jaringan, server dan aplikasi e-government,
Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan d:
luar gaji dan tunjangan vang sudah diterima PNS di

lingkungan Pemerintah Daerah secara rutin setia bulan.
P

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, schingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasgl 3

[1) Tambahan Penghasilan berdasarkan tugas pokok dan

fungsinya diberikan dengan kriteriy :

£l

b,

C

d.

T

. beban kerja;

tempat bertugas;

. kondisi kerja (resiko kerja); atau
kelangkaan profesi,

ambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya diberikan berdasarkan satu kriteria saja, kecuali

untuk teknisi jaringan/ programmer serta admin e-planning,

=1



(4)

e-budgeting dan Sislem Informasi Manajemen Keuangan
Daerah.

Selain  diberikan Tambahan Penghasilan szbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan
bagi: _

a. pengelola L;{-H_Jangan; dan/atau

b, pengelola barang.

Tambahen Penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (3)
huruf a diberikan kepada PNS yang diberkan lugas
tambahan sebagai pengelola keuarngan.

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hurul b diberikan kepadas PNS yvang diberikan tugas

tambahan sebagai pengelola barang.

Ketentuan ayat (6) Pasal 4 diubak, schingga berbunyi sebagai
berikut ;

(1]

(2]

14)

(5]

Pasal 4
Tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1) huruf a
diberikan kepada PNS wvang dibeban pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas-tugas yvang dinilai mclampaui beban
kerja normal,
Tambahan penghasilan berdasarkan  beban lceria
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan kepada
seluruh PNS berdasarkan ‘Lgas pokok dan fungsi, kecuali
yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru,
Khusus untuk Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris
Daerah mendapatkan tambahan penghasilan  dari saty
Komponen tambahban penghasilan berdasarkan rugas pokok
dan fungsinya.
Dalam hal PNS merangkap  tugas  sebagar  pengelola
keuangan dan/atan pengurus barang, penyusun anggaran
dan/atau pembuat laporan keuangan, sclain menerima
tambahan penghasilan mendasarkan tugas pokeck dan
Tungsi dari pejabal maupun staf dapal diberikan tambahan
penghasilan sebagai pengelola Keuangan darn /atau pengelola
barang.
Khusus untuk Xasubag Perencanaan dan Keuangan pada
SKPD tipe B dan tipe C, dan Kecamalan yang terdapat

Kelurahan diberikan tambahan penghasilan  selaku PPK



6]

SKPD, penyusun anggaran SKPD dan pembuat laporan
keuangan SKPD,

Rasubag Kcuangan SKPD yang melaksanakan fungsi SKPD
dan fungsi SKPKD diberikan tambahar penghasilan selaku
PPK SKPD, Pelaksana Teknis Kegiatan BUD can PPKD scrta
pembuat laporan keuangan SKPD,

Kasubag Perencanaan SKPD yang melaksanzkan [ungsi
SKPKD  selain  diberikan tambahan penghasilan  selakua
penyusun  anggavan SKPD  juga  diberikan tambahan

penghasilan selaku penyusun anggaran SKPKD

Ketentuan ayat (4) huwruf a Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

(1]

Pasal 5

Besaran nominal pemberian  tarmbzhan penghasilan

berdasarkan beban kerja mendasarkan tugas pokok dan

fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2] adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yvang merupakan
bagian tiduk terpisahkan dari Peraturan Bupari ini.

Besaran nominal pemberian  tambahan penghasilan

berdasarkan tugas sebagai pengelola keuangan sebagaimana

dimalksud Pasal 4 ayat (4) tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Besaran nominal pemberian  tambahan penghasilan

Derdasarkan tugas sebagai pengelola barang sebagaimana

dimaksud Pasal 4 ayat {4) tercantum dalam Lampiran III

yang mertpaxan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran

Bupsati ini.

Penghitungan nominal tambahan penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayal (2} didasarkan pada pagu dana pada

sadl peretapan APBD dengan ketentuan schagal berikut:

a. Pengguna Anggaran, PPK-SKPD dan bendahara
pengeluaran didasarkan dari keseluruhan pagu dana
vang dikelola SKPD:

b. Bendahara pengeluaran FPKD  berdasarkan Belanja
Tidak Langsung yvang dikelola;

¢. Pembantu bhendahara gaji didesarkan dari gaji yang
dilcelola SKPD:



o

Khusus Dinas Pendidikan karena rentang  kendali,
jumlah sekolah dan anggaran yang dikelola cdapal
menctapkan  lebih dari 1 [satu) orang pembant
bendahara gaji atau sejenisnya, dengan oenghitungan
tambahan penghasilan didasarkan pada  gaji  yang
dikelola bendahars;

Bendanara penerimasn dan  bengahara penerimaan
pembantu  SKPD  didasarkan  dari pendapatan vyvang
dikelola dengan  batasan pendapatan  vang dikelola
schagaimana  tercantum  didalam  Peraturan Davrah
tentang APBD Tahun berkenaan:

Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e
bagi pendapatan daerah SKPD yang belum ditetapkan di
calam Peraturan Dacrah lentang APBD, pemberian
tunjungan  diterimakan  sejak ditelapkan  dalam
penetapan Perubahan APBD dan pemberian turjangan
tidak berlaku surut;

FPKom didasarkan pada besaran Anggaran Penugasan
schagai PPKom pada SKPD;

Penyusun Anggaran SKPD, Pembuat Laporan Keuangan
SKFD cidasarkan pada belanja laﬂgsuﬁg SKPD;

selain yang tersebut dalam huruf a, hurul b, huruf ¢,
huruf d, hurul e, huraf f huraf g, dan huruf h
didasarkan pada pagn belanja langsung vang dikelola
SKPD.

Penghitungan nominal lambahan penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pagu belanja

langsung yang dikelola SKPD dengan ketentuan sebagai
berikut :

.

<husus untuk Sekretariat Daerah berdasarkan
pertimbangan jumlah barang yang dikelola, kompetensi,
beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya dapat
mengusulkan pengurus barang pembantu lebih dar 1
{satu) OTang, dengarn pengnitungan  tambahan
penghasilan didasarkan alokasi Belanja langsung yang
dikelola:

khusus untuk Dinas Fendidikan, Dinas Keschatan,
Dinas  Pekerjaan  Umum  dar Penataan  Ruang

berdasarkan pertimbangan jumlah harang yang dikelola,

10



beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang

kendali dan pertimbangan objektif lainnyva  dapat

mengusulkan |
Satu orang pengurus barang dengan penghitungan
tambahan penghasilan didasarkan pagy anggaran
oelanja  langsung  yang dikelola  sebagaimana
tercantum pada Lampiran 111 yang merupakan bagian
tidak terpisahlan dari Peraturan Bupati ini;

- Pembantu -pengurus barang paling banyak 3 (tiga)
orang dengan penghitungan tambahan penghasilan
didasarkan alokasi belanja langsung vang dikelola:
dan

- Pengurus barang pembantu lebily dari 1 (satu) crang,
dengan  penghitungan tambahan  penghasilan
didasarkan alokasi helanja langsung vang dikelola,

C. penghitungan  tambahan penghasilan bagi  unit
pelaksana  teknis/  koordinator wilavah didasarkan
alukasi belanja langsung yang dikelola pada masing-

masing unit pelaksana lexnis/ koordinator wilavah.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dinbah, sehingga.berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 6
Kepala SKPD menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD
selaku PPTK, PPK-SKPD, Pembantu Bendahara, Pengurus
Barang SKPD, Penyusun Angpgaran SKPD, Pembuat Laporan
Keuangan SKPD dan Pcjabat lain vang bertugas membantu

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya,

(1) Jumlah PNS yang diberi tugas sclaku Penyusun Anggaran

(2

dan Pembuat Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) paling banyak 2 (dua
orang, kecuali untuk pembuat laporan keuangan pada Dinas
Pendidikan paling banyak 7 (tujuh) crang.

Kepula SKPKD menunjuk pejabat yang bertugas membantu
pelaksana teknis kegiatan PPKD.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi scbagai
berikut:
Pasal 11
(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

scbaguimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurul d

11



diberikan kepada PNS vang dalar melaksanakan tugasnysa

dengan keahlian tertentu.

(4) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kela ngkaan
profesi diberikan kepada -

&. aparal pemeriksa pada Inspektorat;

L. leknisi jaringan dan programmer pada Dinas Komunikasi
dan Informatika;

c. admin e-planning, e-budgeting dan Sislem Informasi
Manajemen . Keuangan Daerah di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

d. penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian serte Dinas
Peternakan dan Perikanan.

(2) Pemberian tambahan penghasilan bagl aparat pemeriksa
pada Inspektora. dan penvuluh pertanian pada Dinas
Pertanian serta Dinas Peternakan dan  Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a dan huruf d
berdasarkan Keputusan Bupati mengenal penetapan PNS

dalam Jabatan Fungsional Tertentu dimaksud.

]]

4

cmberian tambaliun penghasilan bagi teknisi jaringan dan
programrer pada Dinas Komunikasi dan
Informatikascbagaimana dimaksud pada avat (2] huruf b
berdasarkan Keputusan Kepala SKPD mengenai penugssan
PNS sebagai teknist laringan dan programmer mengacu
keahlian yang sesual.

[2) Pemberian tambahan penghasilan bagi admin e-planning, e-
budgeting dan  Sistem  Inlormasi Manajemen Keuangun
Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
berdasarkan keputusan Kepala SKPD mengenal penugasan
sebagal admin dimaksud,

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai beriloat

Pasal 13

Tambahan Penghasilan kepada PNS, termasuk didalamnya

pemberian lambahan penghasilan bagi teknisi

jeringan/programmer serta admin e-planning, e-budgeting dar

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Davrah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat 12) dan tambahan penghasilan

bagi  pembuat laporan keuangan pada Dinas Pendidikan



scbagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (2), diberikan
terhitung mulai bulan Januari 218,

8. Ketentuan Lampiran I diubah, schingga berbunyi sebsgaimana
tercantum  dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak

terpisehkan dari Peraturan Bupali ini,
4

Pasal IT

Peraturan Bupati ini mulai berlakuy pads tanggal diundan gkan,
Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini amlgan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 20 Maret 2018

StAERESURO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 13

13



LANMPIRAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

GROBOGAN NOMOR

8 TAHUN 2018

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN

FENGHASILAN BAGI

PEZCAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN GRO
ANGGARAN 2018

-
s

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BOGAN TAHUN

] | T —_— Pejabat dan Stsltf yang Eemra‘n Tunjangan
No Penghasilan Mendapat Tunjangan Setiap Bulan
- & 3 (Berdasarkan Tupolksi) - (Rp]

1 | Tambahan Peng- . : ' : x
hﬁsi!&rl bi—lﬁl !JNS L, f‘_‘nﬂkiuLHI‘IS Dﬂﬁrah ].U':.}GDL'DJ |
F%er:::lasarl-:an Beban (o agisten Sekretaris Duaerah,

Kerja Inspektur, Kepala Badan, £.000.000 |
{Eer‘dasla_r ken Sekretaris DPRD
- Tupoksi) |
| 3. Stal Ahli Bupat: | 5.000.000 |
| 4. Kepala Dinas dan Direktur| |
| RSUD Dr, Soedjati | % 4.500.000
! | Purwodadi
| 5. Kepala Bagian di Sckretariat |
Daerah, Kepala Bagian di |
Sekretariat DFRD, P
Sekretaris Inspektorat, <.500.000 |
| [nspektur Pembantu, Camat
dan Sekretaris di Badan |
6. Selueturis Dinas, Kabid di
Badan dan Wakil Direkiur o i
RSUD Dr. Soedjati <.250.000 |
Purwodadi
7. Kepala Bidang di Dinas dan
Kepala Bagian di RSUD Dr 2.000.000
Soedjat: Purwodadi
8, Bcekrelaris Kecamatan | 2,000,000 |
|
9. Esclon IV a (SKPD] |‘ 1.200.000 |
10. Eselen IV 4 (UPT  dan : B
Kecamatan) | #00.000 |
11, Bselun IV b (SKPD  dan _ -
Kasubbag pada UPT | 700.000 |
1 2. Stafl CPNE dan PN3 | i
Golongan 111 dan [V 500.000 |
13. 8tal  CPNS  dan  ps| 450,000
| Golongan | dan [l _

14



Jenis Tambahan

Pe j'abat dan Staf yang

Besaran Tunj angﬁ'

No 2 Mendapat Tunjangan Setiap Bulan |
Penghaailan (Berdasarkan Tupolksi) (Rp) .
2 | Tambahan Peng- | 1. Tenaga Pendidik di daerah
husilan Bagi Pegawai vang memiliki kesulitan tinggi 600.000C
Berdasarkan Tempat dan daerah terpencil
Bertugas 2. Tenaga Medis di daerah yang '
memiliki kesulitan tinggi dan 600.000
| daerah terpencil _ |
3 | Tambahan Peng- | 1. Petugas rontgen di RSUD Dr, 1.150.000
hasilan Bagi Pegawai *Soedmat Purwodadi R |
Bur::iﬂsarkan Resiko | 2. E{-':l.Ligas. ronigen di  Dinas 1.150.060
Kerja Kesechatan
4 | Tambahan Peng-
hasilan Bagi Pegawa:
Berdasarkan
Kelangkasan Profesi
8. Tambahan 1. Auditor Tingkat Trampil | 550.000

Penghasilan
Aparat Pemeriksa
paca Inspektorat

' b. Tambahan

Penghasilan bagi
Teknisi
dan Programer, e-
governimenl Pada

Dinas.
Komunikasi dan
Informatika,
BAPPEDA dan
BPFPKAD.

. Tambahan
Penghasilan bagi
Penyuluh
Pertanian pada
Dinas  Pertanian
dan Dinas
Peternakan " "dan
Perikanan

Jaringan |

B2

L2

I

l\}!--l'_.ll

Pelaksana

Auditor Tingkat Terampil
Pelaksana Lanjutan, Auditor
Tingkat Terampil, Penyelia,
Auditor Tingkal Ahli Pertama,
Pengawas Pemerintah
Pertama

- Auditor Tingkat Ahli Muda,

Pengawas Pemerintah Muda

- Auditor Tingkat Ahli Madya,

Penpawas Pemerintah Madva
Auditor Tingkat Ahli Utama

Teknisi Jaringan / Programer

Admin e-goverment dan
SIMDA

. Penyuluh Pertanian Ahlj

. Penyuluh Pertanian T erampil

1.500.000

1.750.000

1.250.000

750.000

2.000.000 |
2.500.000
900.000

800.000 ‘
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